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PUTUSAN
Nomor 42/Pdt.G/2024/PA.Ngr
Ze = z
Sl
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA NEGARA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, telah

menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Negara, 10 Oktober 1993, agama Islam,
pendidikan SLTA, pekerjaan XXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXX, tempat kediaman di XX XXXX XXXXX
XXXX, XXXXXXXXX XXXX XXXX, , XXXXXXXXX XXXXXXXX,
XXXXXXXXX  XXXXXXXX, XXXXXXXX XxxX, domisili
elektronik dengan alamat email:
XXXX@gmail.com, sebagai Penggugat;
melawan
TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir xxxxxx xxxxx, 28 Agustus 1989, agama
Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan XXXXXXXXXX,
tempat kediaman di KABUPATEN JEMBRANA,
PROVINSI BALI, LOLOAN TIMUR, JEMBRANA, ,
sebagai Tergugat;
Pengadilan Agama tersebut:
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

- Telah mendengar keterangan Penggugat;
- Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23
Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Negara pada hari
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itu juga dengan register perkara Nomor 42/Pdt.G/2024/PA.Ngr, mengemukakan

hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan
Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Negara, XXXXXXXXX XXXXXXXX,
XXXXXXXX XXXX, pada tanggal 11 Juni 2011, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah
Nomor: 177/13/V1/2011, tertanggal 13 Juni 2011;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua
Tergugat di XXXXXXXXXX  XXXXXXKKK,  XXXXXXXKK  XXXXKK  XXXKK,  XXXXXXXKXK
XXXXXXXX, Kabupaten Jembran, dan menjadi tempat tinggal terakhir;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya
suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:

3.1.XXXX, Perempuan, lahir pada tanggal 6 Desember 2011 (umur 13 tahun);
3.2. XXXX, Perempuan, lahir pada tanggal 25 September 2016 (umur 8 tahun);
3.3.XXXX, Perempuan, lahir pada tanggal 7 Februari 2021 (umur 3 tahun);
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis,
namun sejak bulan Nopember 2021 antara Penggugat dan Tergugat sering
terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
4.1.Tergugat telah menjalin hubungan dengan perempuan yang bernama
Mawar yang perempuan tersebut sahabat karib penggugat, terbukti
Tergugat chetingan dengan perempuan tersebut untuk ketemuan;

4.2.Tergugat pada Oktober tahun 2022 telah menjalin hubungan dengan
perempuan yang bernama Ira yang tinggal di belakang rumah Penggugat
dan Tergugat di Lingkungan Merthasari;

5. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada Januari 2024
sehingga mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang.;

6. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat maka hak dan kewajiban
suami isteri tidak terlaksanakan sebagaimana mestinya, karena Tergugat tidak
lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

7. Bahwa Penggugat dan keluarga telah berusaha memberi nasehat dan
bermusyawarah untuk menyelamatkan pernikahan, akan tetapi tidak berhasil
karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah

tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;
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8. Bahwa ikatan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana
diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang
sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu
pernikahan, sehingga Penggugat berkesimpulan lebih baik diputus karena
perceraian;

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat
untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19
Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan untuk itu
Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Negara kiranya berkenan
menerima dan memeriksa perkara ini;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan hukum

yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon
kepada Ketua Pengadilan Agama Negara cq. Hakim yang memeriksa perkara ini
berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primair :
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap

Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat ;
Subsidair :

- Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat
telah hadir sendiri menghadap di persidangan kecuali pada sidang pembuktian dan
pembacaan putusan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah;

Bahwa Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk
menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Ratu Ayu
Rahmi,S.HI,M.H) tanggal 14 Maret 2024, ternyata mediasi tidak berhasil;
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Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Hakim tetap berusaha
mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah
tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup
untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi
dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Hakim telah memberikan
kesempatan kepada Penggugat untuk menghadirkan alat buktinya, namun
Penggugat tidak dapat mengajukan apapun sebagai alat bukti;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu
yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak

terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Pendahuluan

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, ternyata Penggugat telah
mengajukan gugatan Cerai Gugat, maka berdasarkan Pasal 49 Undang Undang
Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun
1989 tentang Peradilan Agama perkara a quo adalah kewenangan absolut
Pengadilan Agama. Selanjutnya, berdasarkan bukti P.1 yang secara formil telah
sesuai Pasal 1868 KUHPerdata jo. Pasal 285 RBg. sebagai akta autentik dan telah
memenuhi maksud Pasal 1888 KUHPerdata, yang secara materil menerangkan
bahwa Penggugat berdomisili di wilayah Hukum Pengadilan Agama Negara,
memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga sesuai
dengan ketentuan Pasal 73 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama, Pengadilan Agama Negara berwenang untuk memeriksa dan
mengadili perkara a quo;

Upaya Damai
Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan
untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Hakim maupun dalam proses

mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk (Ratu Ayu Rahmi, S.H.I., M.H.), namun
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upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi
ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo.
Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;
Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka

diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai
ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama;
Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai
pada intinya adalah bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran yang disebabkan Tergugat selingkuh dengan wanita lain, sehingga
terjadi pisah ranjang sejak 1 (satu) bulan terakhir hingga saat ini;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat tidak menghadirkan
apapun sebagai alat bukti sehingga dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya tidak
dapat dibuktikan sehingga gugatan penggugat tidak beralasan;

Petitum tentang Gugatan Cerai

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini tidak memenuhi ketentuan
Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jis.
Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal
116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang pemberlakuannya didasarkan pada
Inpres Rl Nomor 1 Tahun 1991, atau setidak-tidaknya gugatan Penggugat untuk
bercerai dengan Tergugat tidak memiliki alasan yang cukup, maka Hakim menilai
gugatan Penggugat harus ditolak;
Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan,
maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang
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berlaku dan hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:
1. Menolak gugatan Penggugat;

2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp142.000,00 (seratus empat puluh dua ribu rupiah).

Penutup
Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Negara pada hari

Kamis tanggal 21 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan
1445 Hijriah oleh Abdul Azis Ali Ramdlani, S.H.l. sebagai Hakim Tunggal
berdasarkan SK KMA Nomor 329/KMA/HK.05/11/2019 tanggal 1 November 2019,
putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum
oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Asma Naymiya, S.Ag. sebagai Panitera

Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim,

Abdul Azis Ali Ramdlani, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Asma Naymiya, S.Ag.

Perincian biaya:

- Pendaftaran :Rp 30.000,00
- Proses :Rp 50.000,00
- Panggilan :Rp 32.000,00
- PNBP :Rp 10.000,00
- Redaksi :Rp 10.000,00
- Meterai :Rp 10.000,00
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Jumlah :Rp 142.000,00

(seratus empat puluh dua ribu rupiah).
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